[ SALINAN j

WALI KOTA PALU

PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 45 TAHUN
2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Menimbang

Mengingat

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

bahwa terdapat kebutuhan kas daerah yang mendesak
untuk menyelesaikan belanja yang belum terbayar
sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya,
berupa utang belanja Pemerintah Daerah kepada
pihak ketiga yang berasal dari kontrak atau perolehan
barang/jasa;

bahwa penyelesaian belanja yang belum terbayar
sampai dengan akhir tahun anggaran sebelumnya,
berupa utang belanja Pemerintah Daerah kepada
pihak ketiga yang berasal dari kontrak atau perolehan
barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a
sesuai kriteria berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
dilakukan perubahan penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun
anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 45 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3255);

3. Undang-Undang...




Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

S. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 648);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu
Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palu Nomor 9);

8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 45 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota
Palu Tahun 2024 Nomor 45) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 1
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali
Kota Nomor 45 Tahun 2024 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2025
Nomor 1});

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

a. Pendapatan...




Pendapatan Daerah

1.
2.
3.

Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Transfer
Lain-lain  Pendapatan
Daerah yang sah
Jumlah Pendapatan
Daerah

Belanja Daerah

1.

1.

2.

Belanja Operasi

a) Belanja Pegawai

b) Belanja Barang dan
Jasa

c) Belanja Hibah

d) Belanja Bantuan
Sosial
Jumlah Belanja
Operasi

. Belanja Modal

a) Belanja Modal Tanah

b} Belanja Modal
Peralatan dan Mesin

¢) Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan

d) Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi

e} Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya

f) Belanja Modal Aset
Lainnya

. Belanja Tidak Terduga

Jumlah Belanja Daerah
Surplus
Pembiayaan Daerah

Penerimaan
Pembiayaan
Pengeluaran
Pembiayaan

Pembiayaan Netto

Pasal 2

Perubahan Kedua Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran [ dan
Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Rp. 590.556.966.893,00
Rp.1.220.185.998.368,93
Rp. 4.681.125.000,00

Rp.1.815.424.090.261,93

Rp. 772.056.638.429,30
Rp. 707.733.112.606,81

Rp. 34.548.990.887,00
Rp. 2.369.000.000,00

Rp.1.516.707.741.923,11
Rp. 7.836.145.131,00
Rp. 63.033.964.415,99

Rp. 93.851.105.571,08

Rp. 131.803.238.603,74
Rp. 703.308.700,00
Rp. 357.450.000,00

Rp. 1.131.135.917,01
Rp.1.815.424.090.261,93

Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 0,00

Rp. 1.000.000.000,00

(Rp.  1.000.000.000,00)

Agar ...




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 21 Maret 20225

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 21 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025 NOMOR 5
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